
 
 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  :  23/M-DAG/PER/6/2009 

 
TENTANG 

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
  

Menimbang : a. 
 

bahwa sehubungan dengan perkembangan industri dan 
pasar Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di dalam negeri yang 
telah mulai kondusif dan dalam rangka mempertahankan dan 
meningkatkan daya saing industri TPT nasional, perlu 
mengatur kembali kebijakan impor TPT;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan;  

    
Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 

1938 Nomor 86);  
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3274); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3564); 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 
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  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3806); 

  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang 
Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri 
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;  

  8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
171/M Tahun 2005; 

  9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 
Tahun 2008;  

  10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 

  11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang 
Impor; 

  12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir 
Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008; 

  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
34/M-DAG/PER/8/2007;  

  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir 
(API); 

  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk 
Tertentu; 
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MEMUTUSKAN: 
   
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL. 
    
  Pasal 1 
   
  Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
  1. Tekstil dan Produk Tekstil, selanjutnya disingkat TPT, adalah 

kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran 
sebagai bahan baku atau bahan penolong.  

  2. Importir Produsen Tekstil, selanjutnya disebut IP-Tekstil, 
adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir 
Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas 
(API-T) yang disetujui untuk mengimpor TPT sebagai bahan 
baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk proses 
produksinya. 

  3. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat 
instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan 
secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan 
impor.   

  4. Menteri adalah Menteri Perdagangan.  
  5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar 

Negeri, Departemen Perdagangan. 
  6. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan. 
   
  Pasal 2 
   
  TPT yang diatur dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan 
dalam Peraturan Menteri ini. 

   
  Pasal 3 
   
  (1) TPT yang tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan 10 

dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor 
oleh perusahaan yang telah mendapat Pengakuan sebagai 
IP-Tekstil. 

(2) TPT yang diimpor oleh IP-Tekstil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya untuk dipergunakan sebagai bahan baku 
atau bahan penolong untuk proses produksi dari industri yang 
dimiliki oleh IP-Tekstil yang bersangkutan dan dilarang untuk 
diperjualbelikan atau dipindahtangankan. 
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  Pasal 4 
   
  (1) Setiap importasi TPT yang tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Menteri ini, wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi 
atau penelusuran teknis di negara muat barang.  

(2) Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Lampiran I 
Peraturan Menteri ini menyatakan pengecualian dari 
kewajiban verifikasi. 

(3) Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap IP-Tekstil yang 
mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 
(KITE). 

   
  Pasal 5 
   
  (1) Untuk mendapatkan Pengakuan sebagai IP-Tekstil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan 
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis 
kepada Direktur dengan melampirkan: 
a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha 

lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga 
Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha 
tersebut; 

b. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk 
Tekstil   (NPIK-TPT); 

c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka 
Pengenal Importir Terbatas (API-T); 

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan 
f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, 

Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian yang 
memuat keterangan mengenai jenis dan volume TPT 
sesuai kapasitas industri yang bersangkutan.  

(2) Direktur menerbitkan Pengakuan sebagai IP-Tekstil paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima. 

   
  Pasal 6 
   
  (1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang kembali.    
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(2) Untuk mendapat perpanjangan kembali Pengakuan sebagai 
IP-Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IP-Tekstil 
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan 
perpanjangan kepada Direktur dengan melampirkan  
dokumen-dokumen sebagai berikut: 
a. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, 

Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian yang 
memuat keterangan mengenai jenis dan volume TPT 
sesuai kapasitas industri yang bersangkutan; dan 

b. asli pengakuan sebagai IP-Tekstil yang telah habis masa 
berlakunya. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
diperlukan apabila volume TPT yang akan diimpor melebihi 
tahun sebelumnya. 

   
  Pasal  7 
   
  (1) IP-Tekstil wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada 

Direktur setiap periode triwulanan terhitung sejak tanggal 
diterbitkannya Pengakuan sebagai IP-Tekstil. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan baik importasinya terealisasi maupun tidak 
terealisasi. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
paling lama tanggal 15 pada bulan pertama triwulan berikutnya 
melalui http://inatrade.depdag.go.id dengan bentuk laporan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi 
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. 

   
  Pasal 8 
   
  (1) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh surveyor 
yang ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi antara lain: 
a. data atau keterangan mengenai negara pembuat barang;  
b. spesifikasi barang yang mencakup nomor Pos Tarif/HS; 
c. uraian barang; 
d. komposisi bahan;  
e. jumlah; dan  
f. jenis barang. 
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(3) Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) oleh surveyor dituangkan ke dalam 
bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai 
dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan 
di bidang impor. 

(4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surveyor memungut 
biaya dari importir. 

   

  Pasal 9 
   
  (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau 

penelusuran teknis importasi TPT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1), surveyor harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); 
b. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; 

dan 
c. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.

(2) Surveyor yang ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau 
penelusuran teknis pelaksanaan impor TPT, wajib 
menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi 
atau penelusuran teknis TPT secara periodik 1 (satu) kali 
dalam sebulan. 

(3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, 
pada minggu pertama bulan berikutnya. 

   
  Pasal 10 
   
  (1) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke 

tempat lain dalam Daerah Pabean tidak berlaku ketentuan 
kewajiban IP-Tekstil. 

(2) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke 
tempat lain dalam Daerah Pabean berlaku kewajiban verifikasi 
atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4. 

(3) TPT hasil olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor di 
Kawasan Berikat.  
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  Pasal  11 
   
  (1) TPT asal impor di Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas serta TPT asal impor di Gudang Berikat 
yang dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean 
berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini. 

(2) TPT asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor di: 
a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 

atau 
b. Gudang Berikat. 

   
  Pasal 12 
   
  (1) Selain IP-Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri dapat menetapkan 
perusahaan lain untuk melaksanakan impor TPT yang 
tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan 10 dalam 
Lampiran I Peraturan Menteri ini. 

(2) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat mengimpor TPT untuk memenuhi kebutuhan industri 
kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi 
TPT sendiri. 

(3) Untuk mendapatkan penetapan sebagai pelaksana impor TPT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang 
bersangkutan harus memiliki: 
a. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, 

Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian; dan 
b. Rencana distribusi atas TPT yang akan diimpor untuk 

memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang 
tidak melaksanakan importasi TPT sendiri. 

(4) Rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
huruf b disusun berdasarkan pesanan kebutuhan TPT dari 
industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan 
importasi TPT sendiri kepada perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  

(5) Importasi TPT oleh perusahaan yang telah mendapatkan 
penetapan sebagai pelaksana impor TPT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan verifikasi 
atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 4. 
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  Pasal 13 
   
  Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi TPT oleh 

surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, 
Pasal 11, dan Pasal 12 tidak mengurangi kewenangan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan untuk melakukan 
pemeriksaan pabean. 

   
  Pasal 14 
   
  (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap 

impor TPT yang dimasukkan ke dalam: 
a. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; atau 
b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 

(2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap 
impor TPT yang merupakan: 
a. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara 

lainnya; 
b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 

c. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang 
Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea Keluar 
Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu; 

d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya 
yang bertugas di Indonesia; 

e. barang untuk keperluan badan Internasional beserta 
pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 

f. barang pindahan;  
g. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; 
h. barang promosi; 
i. keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, 

amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan 
bencana alam; 

j. barang milik pribadi penumpang atau awak sarana 
pengangkut atau pelintas batas; 

k. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, 
pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke 
Indonesia; 

l. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri 
kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama 
dengan kuantitas pada saat diekspor;  

m. barang kiriman yang bernilai paling tinggi sebesar FOB 
US$ 1,500.00 melalui dan/atau tanpa jasa kurir dengan 
menggunakan pesawat udara; atau 
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n. barang yang diimpor oleh importir yang mendapat fasilitas 
impor melalui jalur prioritas. 

   
  Pasal 15 
   
  (1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil dibekukan apabila yang 

bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan 
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebanyak 
2 (dua) kali. 

(2) Pembekuan Pengakuan sebagai IP-Tekstil dapat diaktifkan 
kembali setelah yang bersangkutan melaksanakan kembali 
kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7, dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dibekukan. 

(3) Pembekuan atas Pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) serta pengaktifan kembali pembekuan 
Pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh Direktur. 

   
  Pasal 16 
   
  (1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil dicabut apabila yang 

bersangkutan: 
a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih dari 2 (dua) 
kali; 

b. terbukti memperjualbelikan atau memindahtangankan TPT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);  

c. mengubah dan/atau menambah dan/atau mengganti isi 
yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai 
IP-Tekstil; atau 

d. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana 
yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan 
sebagai IP-Tekstil. 

(2) Pencabutan pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur. 

   
  Pasal 17 
   
  (1) Penetapan sebagai pelaksana impor TPT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 dicabut apabila yang bersangkutan 
terbukti memperjualbelikan atau memindahtangankan TPT 
bukan untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau 
industri yang tidak melaksanakan importasi TPT sendiri. 

(2) Pencabutan penetapan sebagai pelaksana impor TPT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur. 
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  Pasal 18 
   
  Importir yang mengimpor TPT yang tidak sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

   
  Pasal 19 
   
  Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan 
penetapan sebagai surveyor impor TPT. 

   
  Pasal 20 
   
  (1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil yang telah dikeluarkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
15/M-DAG/PER/5/2008 dinyatakan tetap berlaku sampai 
dengan berakhir masa berlakunya pengakuan tersebut. 

(2) Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan 
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
15/M-DAG/PER/5/2008 dinyatakan tetap berlaku sampai 
dengan diselesaikannya kewajiban pabean (customs 
clearance) pelaksanaan impor TPT yang bersangkutan.  

   
  Pasal 21 
   
  Penunjukkan sebagai Surveyor yang telah dikeluarkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 307/MPP/Kep/11/2003 tentang Penunjukan Surveyor 
Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor 
Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) masih tetap berlaku untuk jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Peraturan 
Menteri ini. 

   
  Pasal 22 
   
  Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan 
Impor Tekstil dan Produk Tekstil, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

   
  Pasal 23 
   
  Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini 

dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.  
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  Pasal 24 
   
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia. 

   
   Ditetapkan di Jakarta 
   pada tanggal  19 Juni 2009 
    
   MENTERI PERDAGANGAN R.I., 
    
   ttd 
    
   MARI ELKA PANGESTU 
    

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Jenderal 
Departemen Perdagangan 

Kepala Biro Hukum, 
 

ttd 
 

WIDODO 

 11



 
 

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR :   23/M-DAG/PER/6/2009 
TANGGAL :   19 Juni 2009 

 
 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 
 

1. Lampiran I :  Daftar Tekstil dan Produk Tekstil 
 

2. Lampiran II :  Laporan Realisasi Impor Tekstil dan Produk Tekstil 
 

 
 

MENTERI PERDAGANGAN R.I., 
 

ttd 
 

MARI ELKA PANGESTU 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Jenderal 
Departemen Perdagangan 

Kepala Biro Hukum, 
 

ttd 
 

WIDODO 



 
 

LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I. 
 NOMOR :  23/M-DAG/PER/6/2009 
 TANGGAL :  19 Juni 2009  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL 

 

NO. 
POS 

TARIF URAIAN BARANG KETERANGAN 

1 52.08 s/d 
52.11 

Kain tenunan dari kapas  

2 52.12 Kain tenunan lainnya dari kapas.  
3 54.07 Kain tenunan  dari  benang  filamen  sintetik, 

termasuk  kain tenunan   yang  diperoleh  dari 
bahan pada pos 54.04. 

Dikecualikan dari 
kewajiban verifikasi  
HS. 5407.20.00.00  
HS. 5407.91.00.00 

4 55.12 s/d 
55.14 

Kain  tenunan  dari  serat   stapel  sintetik, 
mengandung   serat   stapel  sintetik 85% atau 
lebih menurut beratnya. 

Dikecualikan dari 
kewajiban verifikasi  
HS. 5512.21.00.00 
HS. 5513.12.00.00 
HS. 5513.13.00.00 
HS. 5513.19.00.00 
HS. 5513.21.00.00 
HS. 5513.23.00.00 
HS. 5514.11.00.00 
HS. 5514.12.00.00 
HS. 5514.21.00.00 
HS. 5514.22.00.00 
HS. 5514.23.00.00 
HS. 5514.29.00.00 
HS. 5514.30.00.00 
 

5 55.15 Kain  tenunan  lainnya   dari   serat   stapel 
sintetik. 

 

6 55.16 Kain tenunan dari serat stapel tiruan.  
7 58.01 Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain  

dari pos 58.02  atau 58.06. 
 

8 60.01 Kain  berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan 
kain terry, rajutan atau kaitan. 

 

9 60.05 Kain rajut lusi ( termasuk  kain  yang  dibuat 
dengan  mesin  rajut  gallon ),  selain   yang 
dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04. 

 

10 60.06 Kain rajutan atau kaitan lainnya.  
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NO. 
POS 

TARIF URAIAN BARANG KETERANGAN 

11 50.07 Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.  
12 51.11 Kain tenunan dari wol atau  bulu  hewan  halus 

digaruk. 
 

13 51.12 Kain tenunan dari wol  atau  bulu  hewan halus 
disisir 

 

14 51.13 Kain tenunan dari bulu hewan kasar  atau bulu 
kuda. 

 

15 53.09 Kain tenunan dari lena.  
16 53.10 Kain tenunan dari serat jute atau  dari  serat 

tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03. 
 

17 53.11 Kain   tenunan    dari  serat  tekstil  nabati lainnya; 
kain tenunan dari benang kertas. 

 

18 57.01 s/d 
57.05 

Karpet dan penutup   lantai  tekstil  lainnya, 
rajutan, sudah jadi maupun belum 

 

19 58.02 Terry towelling dan kain tenunan terry semacam 
itu,  selain   kain  pita dari pos 58.06; kain tekstil  
berumbai,  selain  produk   dari  pos 57.03. 

 

20 

58.04 Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk  
kain  tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam 
lembaran, strip  atau motif, selain kain dari pos 
60.02 sampai dengan 60.06. 

 

21 58.05 Permadani  dinding  tenunan  tangan  dari tipe 
Gobelin,  Flander,  Aubusson,   Beauvais   dan 
sejenisnya,  dan permadani dinding  dikerjakan 
dengan jarum (misalnya, bintik  kecil, jeratan 
silang), sudah jadi maupun belum. 

 

22 58.06 Kain pita  tenunan,  selain  barang  dari  pos 5807;  
kain   pita   terdiri   dari   benang lusi  tanpa  
benang  pakan  yang  digabungkan dengan adhesif 
(bolduc). 

Dikecualikan dari 
kewajiban verifikasi 
HS. 5806.32.10.00, 
HS. 5806.32.90.00,  

23 58.07 Label, lencana  dan  barang  semacam  itu dari 
bahan  tekstil, dalam  bentuk  lembaran, strip atau  
dipotong    menjadi    berbentuk    atau berukuran, 
tidak disulam. 

 

24 58.08 Kain  jalinan  dalam  lembaran;  kain  perapih 
hiasan dalam lembaran,  tanpa  sulaman, selain 
rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang 
semacam itu. 

Dikecualikan dari 
kewajiban verifikasi 
HS.5808.90.10.00. 

25 58.09 Kain  tenunan   dari  benang  logam  dan  kain 
tenunan  dari  benang dilapisi logam  dari 
pos56.05,  dari   jenis  yang   digunakan   dalam 
pakaian,  sebagai  kain  perabotan rumah  atau 
untuk keperluan  atau termasuk dalam semacam  
itu,  tidak  dirinci pos lainnya. 
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NO. 
POS 

TARIF URAIAN BARANG KETERANGAN 

26 58.10 Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.  
27 58.11 Produk   tekstil   dilapisi   dalam  lembaran, 

disusun dari  satu atau  lebih  lapisan  bahan tekstil  
disatukan  dengan  cara  dijalin atau secara  lain,  
selain  kain  sulaman  dari pos58.10. 

 

28 59.01 Kain  tekstil  dilapisi  dengan  perekat  atau zat  
mengandung    pati,   dari   jenis   yang digunakan 
untuk kulit  buku  atau  sejenisnya; kain kalkir;  
kanvas   lukis   siap   dipakai; buckram dan  kain  
tekstil  kaku  semacam  itu jenis yang digunakan 
untuk dasar topi. 

 

29 59.02 Kain  untuk  ban   dari   benang   nilon  atau 
poliamida   lainnya,   poliester   atau  rayon 
viskose berkekuatan tinggi 

Dikecualikan dari 
kewajiban verifikasi  
HS 5902.10.10.00 
HS 5902.10.90.00, 
HS 5902.20.20.00 
HS 5902.20.90.00 

30 59.03 Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau 
dilaminasi    dengan   plastik,   selain  yang 
dimaksud pada pos 59.02. 

Dikecualikan dari 
kewajiban verifikasi 
HS. 5903.10.10.00, 
HS. 5903.20.10.00 

31 59.07 Kain  tekstil  selain diresapi, dilapisi  atau ditutupi;  
kanvas   dilukis   menjadi   layar pentas,  kain  
latar  belakang   studio  atau sejenisnya 

 

32 59.11 Produk  dan  barang  tekstil  untuk penggunaan 
teknis, dirinci  dalam Catatan 7 pada Bab ini 

Dikecualikan dari 
kewajiban verifikasi  
HS 5911.31.00.00  
HS 5911.32.00.00  
HS 5911.90.10.00 
HS 5911.90.90.00  

33 61.01 Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, 
anorak  (termasuk  jaket-ski), wind-cheater, wind-
jaket dan barang  semacam itu, untuk pria atau  
anak  laki-laki,   rajutan  atau kaitan, selain yang 
dimaksud dalam  pos 61.03. 

 

34 61.02 Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, 
anora k  (termasuk  jaket-ski),   wind-cheater, 
wind-jacket  dan  barang  semacam  itu,  untuk 
wanita  dan  anak  perempuan,   rajutan   atau 
kaitan,  selain yang dimaksud dalam pos 61.04. 

 

35 61.03 Setelan, ensemble,jas, blazer, celana panjang, 
pakaian   terusan   berpenutup  di  depan  dan 
bertali,   celana  panjang   sampai lutut  dan 
celana pendek (selain pakaian renang),   untuk pria 
atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan. 
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NO. 
POS 

TARIF URAIAN BARANG KETERANGAN 

36 61.04 Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok 
terpisah,  celana   panjang,  pakaian  terusan 
berpenutup  di  depan  dan   bertali,   celana 
panjang sampai   lutut   dan   celana  
pendek(selain pakaian renang),  untuk   wanita  
atau anak perempuan, rajutan atau kaitan. 

 

37 61.10 Jersey,  pulover,  cardigan, rompi  dan barang 
semacam itu, rajutan atau kaitan. 

 

38 61.13 Garmen, dibuat dari  kain rajutan  atau kaitan dari 
pos 59.03, 59.06 atau 59.07. 

 

39 61.15 Panty hose, tight, kaus kaki dan kaus lainnya, 
termasuk   kaus kaki  panjang untuk  penderita 
varises dan alas kaki tanpa sol, rajutan  atau 
kaitan. 

 
  

40 61.16 Sarung  tangan,  mitten dan mitt, rajutan atau 
kaitan. 

 

41 61.17 Aksesori  pakaian  jadi  lainnya, rajutan atau 
kaitan;  bagian  dari  garmen atau bagian dari 
pakaian, rajutan atau kaitan. 

 

42 62.01 Mantel  panjang,  car  coat,  jubah   bertopi, 
cloak,anorak(termasuk jaket ski) wind-cheater, 
wind-jaket dan barang semacam itu, untuk  pria 
atau  anak  laki-laki,  selain  yang  dimaksud dalam 
pos 62.03. 

 

43 62.02 Mantel  panjang,  car-coat,   jubah  bertopi, cloak,  
anorak  (termasuk  jaket ski),  wind- cheater,  
wind-jaket dan  barang semacam itu, untuk  
wanita   atau  anak  perempuan,  selain yang 
dimaksud dalam pos 62.04 

 
 

44 62.11 Track  suit,  ski  suit  dan  pakaian  renang; garmen 
lainnya. 

 

45 62.15 Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.  
46 63.04 Barang perabot lainnya,  tidak  termasuk  yang 

dimaksud dalam pos 94.04. 
 

47 63.05 Kantong  dan karung, dari jenis yang digunakan 
untuk membungkus barang. 

 

48 63.06 Terpal,awning dan kerai matahari; tenda; layar 
untuk perahu, papan selancar  atau  landcraft; 
barang keperluan berkemah. 

 

49 63.07 Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.  
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LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I 
Nomor :  23/M-DAG/PER/6/2009 
Tanggal :  19 Juni 2009 

 

Contoh Laporan 
LAPORAN REALISASI IMPOR 
PERUSAHAAN PEMILIK IP-Tekstil  

BULAN   :................s/d .......................... 
Nama Perusahaan  : .................................................................. 
Alamat : .................................................................. 
Nomor IP-Tekstil : .................................................................. 
Jenis Barang : .................................................................. 
 
 

L/S PIB No. Uraian 
Barang 

Pos Tarif 
(HS 10 
digit) 

Volume Nilai 
(US$) 

Negara 
Asal 

Barang 

Pelabuhan 
Tujuan 

Harga 
Satuan 
(US $) 

No. Tgl No. Tgl 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
*) Laporan disampaikan melalui http://inatrade.depdag.go.id  

.........,..........................................  
 

Pimpinan Perusahaan  
  

(     Nama         ) 
Jabatan 


